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KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 0 13''1 /OT.05 1p,g,fi312022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN

UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGI<A BELITUNG NOMOR OO1.B/OT.O5IBBIO1I2O21 TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENILAI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil rim penilai
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mempercepat dan mendorong
penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di
lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, maka dipandang perlu melakukan perubahan Tim Asesor Penilaian
Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurut a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum ProvinsiKepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan atas
Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 001.8/or.0slBBlo1lzo21 tentang
Penu nj ukan Tim Pen i lai Pelaksanaan Reformasi Bi rokrasi di Lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

1. undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor3l Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 19g9 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3874) sebagaimana
telah diubah dengan undang-Undang Nomor 20 Tahun 2oo1 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun zoo2
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor G40g);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2aM tentang

Mengingat



Pemi lihan Gubernu r, Bu pati, dan walikota Menjadi undang-u ndang (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 201s Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor s6s6) sebagaimana telah diubah
ketigakalinya dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun zazo tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota
Menjadi undang-undang Menjadi undang-Undang (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 65a7\:

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2917 tenlang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 1BZ, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5109);

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi;

7 . Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 141);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi
Birokrasi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomort2 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah di Lingkungan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik lndonesia (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor g Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 12
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah
di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik lndonesia (Berita
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 402);

l0.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020 - 2024 (Benla Negara Republik lndonesia Tahun zozo
Nomor441);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik lndonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik lndonesia Tahun
2020 Nomor 442);

l2.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2021 Nomor 411);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPATA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPAI-A SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR OO1 .B/OT.O 5IBBIO1I2O21
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan atas Keputusan
Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 001.B/OT.0sl3Bfi1l2O21 tentang Penunjukan Tim Penilai
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menunjuk dan menetapkan Tim Penilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi Kepulauan Bangka
Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada
Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan pengawas pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaikisebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal I Marelh122

KEPALA SEKRETARIAT

PROVI
PEMILIHAN UMUM
BANGKA BELITUNG,

SIAGIAN

<{

*\r

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik lndonesia di Jakarta;
3. Yang bersangkutan.



Lampiran
Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 'otl./t rcf .O5lBBl03l2022
Tanggal: 4 Maret2022

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BEL]TUNG

SEKRETARIAT
PEMILIHAN UMUM

BELITUNG,

SIAGIAN

P

NO NAMA JABATAN TUGAS

1 Siti Jamilah, S.E., M.M. Kepala Bagian Administrasi

Asesor 1 untuk:

1. Program Manajemen
Perubahan

2. Program Penataan dan
Penguatan Organisasi

3. Program Penguatan
Akuntabilitas Kinerja

4. Program Penatraan Sistem
Manajemen Sumber Daya
Manusia Aparatur

2 Yaumil lkrom, S.l.P.

Kepala Bagian Penanganan
Pelanggaran, Penyelesaian
Sengketa Proses dan Hukum

Asesor 2 untuk:

1. Program Deregulasi Kebijakan
2. Program Penataan Tata

Laksana

3 Rogrius Sinulingga, S.E.

Pelaksana tugas Kepala Bagian
Pengawasan dan Hubungan
Masyarakat

Asesor 3 untuk:

1. Program Penguatan
Pengawasan

2. Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik


